
PERATURAN DAERAH KABUPATENWAY KANAN 
NOMOR: Z TAHUN 2011 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

UL'ICA'i RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (I) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telan diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
icntang Kopala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mernperoleh 
persetujuan bersarna; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah ( APBD ) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
20 II yang dijabarkan ke dalarn Kebijakan Umurn APBD serta Prioritas 
dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD Kabupaten Way Kanan;

• 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf 

" dan b. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
I'endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
Anggaran 20II ; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II 
Lampung Timur dan Kotarnadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 
\;c~"rl~ Rcpublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I:'{)()J. 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

• 



4.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Nepara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286); 

h	 l'nd'ln;1·\Tndang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4355); 

7.	 Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4400); 

8.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Ta'mbaban Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 4421); 

9.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637); 

10. Undang-Undang	 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

II. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); • 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tanun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan	 Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Infonnasi
 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 
4576);
 

16. Peraturan Pemerintah..... 

• 



16. Peraturan Pemerintah	 Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
1J~1L'I'ah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
IY},lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan	 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

• \	 I'cr.uuran Pcmerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan	 Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
! ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan	 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan 'antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
"Icgara Republik Indonesia Nornor 4727); 

~	 I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

22. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri	 Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
cara Evaluasi Rancaagan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Rancangan 
I 'cr.uurun Kcpala Daerah Tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

:25	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 Tahun 2010 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 
Anggaran 2011; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122); 

~7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 122); 

28. Peraturan Daerah ..... 



-,:-;	 lcr.uuran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
f-.-::l!'upaten Wav Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 125); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126); 

.'	 I\'!ltltr:ll1 Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 10 Tahun 2009 
ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomo:r;.136); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWA!\ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN WAY KANAN 

Dan 

BUPATI WAY KANAN 

:\JEMUTVSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal l 

.~\nggcl1Jll h .. 1klclpJlJll Jan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp 637.970.290.000,00 
2. Belanja Daerah Rp 588.4 70.290.000,00 (-) 

Surplus! (Defisit ) Rp 49.500.000.000,00 

i'l'II-I-:,I" .lelll I ),IC:I-ah 

a, Perierimaan	 Rp 12.500.000.000,00 
b. Pengeluaran	 Rp 62.000.000.000,00 (-) 

Pembiayaan Netto Rp (49.500.000.000,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

Pasal2 

1.	 Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	 Rp. 17.206.000.000,00 
b. Dana perimbangan sejumlah	 Rp. 482.849.290.000,00 

, '! I;' r\.'J1dJrdtan daerah yang sah sejumlah Rp. 137.915.000.000,00 

2. Dana Perimbangan • 



I i.m. I', I Illil),III~,l1l ",-'hdt:dil11dI1Ll ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 62.280.000.000,00 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 369.689.290.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 50.880.000.000,00 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

0,00 
0,00 

58.000.000.000,00 
0,00 

19.165.000.000,00 
60.750.000.000,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

killit! .l.ui pcndapatan 
~l 111 bul I "~I LIm lah 
b. Dana Darurat sejumlah 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejum1ah 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Iainnya sejumfah 
I i I: I, : : III f\'Jld~lp,1L1I1 Yang Sah Lainnya 

rasal3 

1. Belania Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari 
! ' l. Ii·, I ,111(..'SUl1g seiumlah 

b. Belunja Langsung sejumlah 
Rp. 
Rp. 

385.855.706.700,00 
202.614.583.300,00 

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a terdiri dari jenis belanje 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 285.475.716.700,00 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 
l' Rl'];lI1j,1 Subsidi sejumlah Rp. 0,00 
,I I;, ,,:; I ,i II tI',lil ,,~i urn luh Rp. 64.799.990.000,00 
e. Bclanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp 15.580.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejum1ah Rp. 0,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 19.000.000.000,00 
h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 

-; ILI.II]I.:! ;1J1~c;llng sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb terdiri darijenis belanja: 
,I 1)11,11.1,1 1)1'~'d\\LlI sejumlah Rp. 21.298.611.000,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejum1ah Rp. 79.232.117.050,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 102.083.855.250,00 

Pasal4 

I. 1\'Jllbl~l> ,leil] Daerah Sebagairnana dimaksud Pasal I terdiri dari 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 
b. Penge1uaran sejurnlah Rp. 

12.500.000.000,00 
62.000.000.000,00 

') Pcnerimaan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan 
'" Ii, !"III 1\'lllilLJllg~ill Tahun Anggaran sebelumnya 

b. Penc.uran Dana Cadangan Sejumlah 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Sejumlah 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejum1ah 
~ Penerimaan Kemhali Pemberian Pinjaman sejumlah 

'J ,',"ill:,l~111 Piutang Daerah Sejumlah 

Rp. 1.000.000.000,00 
Rp. 0,00 

Rp. 0,00 
Rp 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 11.500.000.000,00 

3. Pengeluaran ...... 



!' ,! .. r.in ~l'h~Ii!~limana dimaksud ayat (I) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pernbentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 60.000.000.000,00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
1\.'l'l'i·<tlik:lll.l.lli Peraturan Daerah ini. terdiri dari : 

I. Lampiran I	 Ringkasan Penjabaran APBD; 
2. Lampiran II	 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2011 menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah <ian Organisasi; 
3. Lampiran III	 Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintah Daerah,Organisasi 

Pendapatan. Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang 
II,jlll' mcnurut k('!()l11pnk. jenis. obyek dan rincian obyek; 

-1.	 Lrmpuan 1\ Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

5.	 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI	 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
,	 i I 1),111.11 Kl'gi:1Lm-kcgiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
8. Lampiran VIII	 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 
9. Lampiran IX	 Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 
10. Lampiran X	 Pembayaran Pokok Hutang. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

Pasal7 ...... 



Pasal 7
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

i\ ~'lr <:pti"1;' nr"1n~ men['f't8hllinY:1 mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt 

dcnuan penernpatannva dalam Lernbaran Daerah. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
Pada tanggal 1.7 /4'\lV.4JL.' 2011 

--p111". "':".."":~::".'''"'~'~-_ ••••::;''~:-;:"'::-;.~

LM iJ"(.F~ r: ,-!; 't' ~ BUPATI WAY KANAN,":).c\ .Q;
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1_SEf{~AI<AB"~"":C't· '. I 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tangua] 1.71 J4o.-VolI'J.' 2011 

SEKRETARIS ~ KABtPATJC.N, 

, 
IH .... , \\1 H \nOR) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 




